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ABSTRACT 

This research is motivated by the problem of indiscipline which often occurs in the 

realm of organizations and agencies, especially government agencies. An employee's 

work discipline can be an indicator of an organization's success in developing and 

guiding employees to manage themselves. One step that can be taken to improve 

employee discipline is to implement an electronic-based attendance system or facial 

recognition. This research aims to find out how the implementation of Face 

Recognition electronic attendance improves the discipline of apparatus resources at 

the Palembang City DPRD Secretariat which is guided by PANRB Ministerial 

Regulation No.B/2338/M.PANRB concerning Electronic Attendance. This research 

uses the Implementation theory proposed by Ripley and Franklin which has 3 

dimensions. This research uses qualitative descriptive methods and data collection 

techniques of in-depth interviews, documentation and observation. The results of this 

research show that the implementation of Face Recognition attendance is considered 

to have gone well, because the implementers' understanding of the policy is good, 

and employees are also disciplined in adhering to the specified working hours. In 

terms of the smooth functioning of routine functions, it has gone well because during 

the implementation of the policy there were no problems that occurred so the policy 

ran smoothly. Employee performance is also good because the level of employee 

compliance and function is running well and optimally, this has an impact on 

increasing employee discipline, improving the quality of employees and smoothing 

the bureaucratic flow of employee work. 

Keyword: Implementation, Face Recognition, Discipline 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketidakdisiplinan yang sering 

terjadi di ranah organisasi maupun instansi khususnya instansi pemerintah. Disiplin 

kerja seorang karyawan dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah organisasi 

dalam mengembangkan dan membimbing karyawan untuk mengelola diri mereka 

sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan disiplin 

karyawan adalah dengan menerapkan sistem absensi berbasis elektronik atau 

pengenalan wajah (Face Recognition). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana implementasi absensi elektronik Face Recognition  dalam meningkatkan 

kedisiplinan sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang yang 

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB Tentang 

Absensi Elektronik. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi yang 

dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang memiliki 3 dimensi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriiptif kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara 

mendalam, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi absensi Face Recognition ini dinilai sudah berjalan dengan baik, 

karena pemahaman implementor akan kebijakan tersebut sudah baik, dan pegawai 

juga sudah disiplin mematuhi jam kerja yang telah ditentukan. Pada aspek kelancaran 

rutinitas fungsi, sudah berjalan dengan baik karena pada saat pelaksanaan kebijakan 

tersebut tidak adanya permasalahan yang terjadi sehingga kebijakan tersebut berjalan 

dengan lancar. Kinerja pegawai juga sudah baik karena tingkat kepatuhan dan fungsi 

pegawai sudah berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini berdampak pada 

meningkatnya disiplin pegawai, meningkatnya kualitas pegawai dan lancarnya alur 

birokrasi kerja pegawai. 

Keywords: Implementasi, Face Recognition,Kedisiplinan 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedisiplinan pegawai merupakan sesuatu yang penting pada setiap organisasi 

atau instansi, khususnya instansi pemerintah. Kedisiplinan dari seorang pegawai bisa 

menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mendidik dan 

mengajarkan pegawainya dalam memanajemenkan diri. Salah satu bentuk upaya dari 

meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah dengan menerapkan absensi berbasis 

elektronik atau absensi Face Recognition. 

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung membawa konsekuensi 

tersendiri bagi setiap lembaga pemerintah, yang diharapkan dapat mengikuti evolusi 

zaman yang semakin modern. Implementasi teknologi di dalam lembaga pemerintah 

menjadi aspek krusial untuk meningkatkan efisiensi kinerja para pegawainya, baik 

dalam pemberian layanan publik maupun peningkatan disiplin kerja di kalangan 

pegawai. Disiplin kerja sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu disiplin 

preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif mencakup upaya untuk mendorong 

pegawai agar mematuhi pedoman kerja dan aturan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi pemerintahan. Sementara itu, disiplin korektif merupakan langkah- 

langkah untuk memastikan bahwa pegawai tetap patuh terhadap peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku di dalam organisasi pemerintahan (Mangkunegara 

2011:129). 

Oleh karena itu, kedisiplinan dalam bekerja dianggap sebagai salah satu faktor 

kunci untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan program-program suatu 
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lembaga atau instansi pemerintah. Hal ini terutama berlaku bagi lembaga atau 

instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

di mana pemberian pelayanan yang optimal dan profesional dapat terwujud melalui 

kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja mencakup sikap saling menghormati, 

menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran 

terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi. 

Peran Aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sangat dituntut guna 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam 

Undang-Undang agar roda pemerintahan terus berjalan dengan baik. Untuk 

mewujudkan itu diperlukan adanya Peraturan Disiplin guna memperbaiki sikap 

disiplin kerja dalam melaksanakan tugas serta mendorong motivasi agar aparatur 

menjadi lebih produktif. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam mengatur disiplin 

pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Namun pada kenyataannya, peraturan yang diterapkan oleh pemerintah belum 

dapat menekankan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur 

Negara. Permasalahan tentang pelanggaran disiplin Aparatur Negara sampai saat ini 

masih sering terjadi di beberapa instansi daerah. Disiplin sangat diperlukan dalam 

mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Permasalahan 

tentang kedisiplinan ini menuntut pemerintah untuk bertindak tegas dan bijaksana 

dalam mengambil keputusan dan hukuman mengenai pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh seorang Aparatur Negara. Sebagai gambaran, berikut ini merupakan 

tabel rekap kehadiran bulan juni 2023 pegawai negeri sipil di Sekretariat DPRD Kota 

Palembang 
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Tabel 1. 1 Kehadiran Pegawai 

No. Keterangan Jumlah Banyak Pegawai 

1. Telat 43 12 orang 

2. Pulang cepat 23 10 orang 

3. Sakit 31 14 orang 

4. Izin 8 6 orang 

5. Cuti 3 1 orang 

Sumber: Rekap Daftar Kehadiran Pegawai PNS Sekretariat DPRD Kota Palembang 

2023 

 

Berdasarkan data absensi yang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kedisiplinan di lingkungan kerja masih menunjukkan tingkat rendah. Pada aspek 

keterlambatan, data mencatat bahwa sebanyak 43 kali terjadi keterlambatan dengan 

melibatkan 12 orang pegawai. Selain itu, kecenderungan untuk pulang lebih awal 

juga terlihat dengan jumlah kejadian sebanyak 23 kali, yang melibatkan 10 orang 

pegawai. Sementara itu, absensi yang disebabkan oleh alasan sakit mencapai 31 kali, 

melibatkan 14 orang pegawai, dan izin dilaporkan sebanyak 8 kali dengan 

melibatkan 6 orang pegawai. Angka-angka ini mencerminkan tantangan signifikan 

dalam menjaga kedisiplinan di tempat kerja, yang dapat memengaruhi produktivitas 

dan efisiensi kerja. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan 

kesadaran dan ketaatan terhadap aturan absensi guna mencapai tingkat kedisiplinan 

yang lebih baik di masa mendatang. 

Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya melalui penerapan teknologi 
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Face Recognition atau yang dikenal sebagai absensi elektronik. Penggunaan metode 

absensi berbasis Face Recognition ini didasarkan pada efisiensi waktu, di mana 

instansi pemerintah dapat mengawasi kedisiplinan pegawai dengan lebih mudah. 

Alat absensi ini tidak hanya membantu instansi pemerintah menghemat waktu dan 

tenaga, tetapi juga menjamin keamanan data pengguna. Dengan demikian, bukti 

kehadiran pegawai dapat dengan mudah diperoleh melalui penggunaan alat ini 

(Kemalasari, dkk 2019:41).  

Penggunaan sistem absensi berbasis Face Recognition di lingkungan instansi 

pemerintah telah diamanatkan melalui surat resmi dari Menteri PANRB Nomor 

B/2338/M.PANRB/06/2016 pada tanggal 27 Juni 2016. Langkah ini diambil dengan 

tujuan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri guna 

mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan 

tugas pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik. Selain itu, implementasi 

ini juga diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi potensi manipulasi data, 

memberikan pengawasan yang lebih baik, meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta 

memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik di berbagai kantor instansi pemerintah. 

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang 

Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

menyebutkan 5 poin yaitu: 

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna 

menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang 

berhubungan dengan kehadiran pegawai. 
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2. Hasil absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat digunakan 

sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolok ukur 

tingkat kedisiplinan. 

3. Melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan aplikasi lainnya 

yang telah dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah guna 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara 

bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing. 

4. Sedangkan untuk instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang 

memiliki unit kerja yang cukup luas dan tersebar agar dilakukan pula 

integrasi sistem absensi elektronik dimaksud dan terhubung dengan biro 

kepegawaian kementerian/lembaga atau badan kepegawaian daerah 

masing- masing. 

5. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 

aparatur sipil negara, termasuk ketidakhadiran pegawai tanpa alasan 

yang jelas, maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No.B/2338/M.PANRB/06/2016 merupakan peraturan menteri yang mengatur 

implementasi sistem absensi berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah. 

Peraturan ini bertujuan meningkatkan tingkat kedisiplinan para aparatur sipil negara 

dengan harapan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan 

produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pemerintahan serta pelayanan publik. Melalui penerapan absensi elektronik ini, 

peraturan ini juga bertujuan untuk mencegah  dan mengtisipasi kemungkinan 
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manipulasi data, serta memberikan mekanisme pegawasan yang lebih baik. Selain 

itu, peraturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan 

kedisiplinan para pegawai dan merangsang motivasi kerja di berbagai kantor instansi 

pemerintah. Dengan ini, penerapan peraturan ini diharapkan dapat membuat 

lingkungan kerja yang lebih tertata, transparan dan efisien dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya kedisiplinan di 

Sekretariat DPRD Kota Palembang masih menunjukkan rendahnya tingkat 

kedisiplinan para pegawainya. 

Adapun fenomena dan gejala yang terjadi saat ini terdapat berbagai isu terkait 

kedisiplinan pegawai di Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu: Kehilangan 

jaringan dan daya listrik yang mengakibatkan alat absensi tidak berfungsi dengan 

baik, pegawai yang belum beradaptasi dengan absensi elektronik, peningkatan 

produktivitas pegawai, pegawai yang datang hanya untuk absensi, potensi manipulasi 

data, minimnya interaksi dalam pemberian informasi, konsistensi pegawai dalam 

melakukan absensi elektronik, implementasi absensi elektronik yang telah mengikuti 

standar operasional prosedur yang berlaku di instansi pemerintah, pengorganisasian 

pegawai yang menetapkan pegawai sesuai dengan golongan, keahlian dan 

kemampuan yang dimiliki. Meskipun penggunaan absensi elektronik diharapkan 

dapat mengatasi ketidakdisiplinan, kenyataannya masih belum optimal dan masih 

bisa dimanipulasi oleh pegawai. 

Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan 

Pendapatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang 

menyatakan bahwa aspek kedisiplinan waktu dan kehadiran pegawai di instansi 

pemerintah Kota Palembang menjadi fokus utama, karena hal ini memiliki dampak 
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langsung pada Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP). Beberapa perilaku yang 

dapat mengurangi TPP meliputi keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktu 

yang ditentukan, meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin dinas, tidak 

masuk kerja tanpa izin, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan 

terkait harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait dapat 

berjalan optimal. 

Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi dan kenyataan yang dilihat oleh 

peneliti di lapangan selama melakukan KKA kurang lebih 2 bulan di kantor DPRD 

Kota Palembang, peneliti memiliki alasan untuk meneliti implementasi peraturan 

menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang absensi elektronik dalam 

meningkatkan kedisiplinan sumber daya aparatur di sekretariat DPRD Kota 

Palembang karena: 

1. Rendahnya tinkat kesadaran disiplin pegawai. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama magang di kantor DPRD Kota 

Palembang tersebut menunjukkan bahwa sebagian pegawai cenderung 

masih kurangnya kesadaran kedisiplinan. Masih banyak terlihat pegawai 

yang belum disiplin salah satu contohnya masih banyak pegawai yang 

hanya datang untuk melakukan absen saja kemudian pergi meninggalkan 

lingkungan kantor. Tingkat kedisiplinan 

2. Mesin absensi yang masih memadai 

Meskipun telah ada implementasi teknologi absensi berbasis Face 

Recognition sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 

No.B/2338/M.PANRB/06/2016, namun hasil observasi selama magang 

menunjukkan bahwa mesin absensi yang digunakan masih belum optimal. 
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Faktor-faktor terkait seperti rawannya manipulasi data, kesulitan beradaptasi 

dan kerentanan terhadap gangguan daya listrik serta jaringan merupakan 

kendala yang masih dihadapi. Hal ini membuat kekhawatiran yang 

berhubungan dengan akurasi serta kehandalan sistem. 

Dengan demikian, peneliti berusaha untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan absensi Face Recognition (elektronik), termasuk hambatan dan 

permasalahan yang mungkin dihadapi. 

Tabel 1. 2 Alasan Pemilihan Judul 

No. Masalah Keterangan 

1 Kurangnya kesadaran sumber 

daya aparatur dalam menerapkan 

kedisiplinan. 

1. Kurangnya pemahaman pegawai terkait 

kebijakan dan aturan kedisiplinan yang 

berlaku sehingga menyebabkan 

ketidakjelasan dan tanggung jawab 

mereka. 

2. Kurang keterlibatan pemimpin atau 

atasan secara aktif dalam 

mensosialisasikan serta menegakkan 

kebijakan kedisiplinan sehingga 

menyebabkan kurangnya kesadaran di 

kalangan bawahan. 

3. Kurangnya sistem pemantauan dan 

evaluasi yang efektif untuk memantau/ 

mengevaluasi terkait kedisiplinan yang 

dapat membuat pegawai kurang 

menyadari performa mereka dan dampak 

dari ketidakpahaman terhadap aturan. 

4. Kurangnya penghargaan dan pengakuan 

bagi mereka yang mematuhi aturan 

disiplin sehingga mengakibatkan 

kurangnya motivasi pegawai untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

mereka. 
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No. Masalah Keterangan 

2 Mesin absensi yang di pakai 

masih memadai. 

1. Mesin yang sudah lama digunakan 

mungkin kurang memiliki mekanisme 

keamanan yang efektif, sehingga rentan 

terhadap manipulasi data atau absensi 

palsu. 

2. mesin absensi masih kehilangan daya 

listrik sehingga mengalami hambatan 

operasional saat terjadi kehilangan daya 

listrik yang mengakibatkan 

ketidakmampuan dalam merekam absensi. 

3. Mesin absensi rentan kehilangan 

jaringan, mesin absensi bergantung pada 

jaringan wifi untuk mentransfer data 

absensi mengalami kendala, sehingga data 

tidak tersinkronisasi dengan baik. 

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2023) 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang mendalam tentang implementasi kebijakan absensi Face Recognition terhadap 

disiplin dan kinerja pegawai serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi peraturan menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang 

absensi elektronik dan memberikan dasar untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di 

masa yang akan datang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang terdapat di latar belakang maka peneliti merasa 

dapat merumuskan masalah agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat 

dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Rumusan masalah yang di dapat yaitu: 
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1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri PANRB 

No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi Elektronik dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD 

Kota Palembang? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri 

PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi Elektronik 

dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di 

Sekretariat DPRD Kota Palembang? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Impementasi Peraturan Menteri PANRB 

No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi Face Recognition 

dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di 

Sekretariat DPRD Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang 

Absensi Face Recognition dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber 

Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang. 

1.4 Manfaat 

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik secara 

akademik, praktis maupun bagi mahasiswa. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menjadi landasan maupun 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan absensi elektronik 

di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Selain itu juga menambah pengetahuan 

ilmiah dalam bidang Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berharga untuk kemajuan ilmu administrasi publik, 

terutama dalam konteks kebijakan publik dan implementasi sistem absensi 

elektronik serta disiplin pegawai negeri sipil. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan 

penting bagi Sekretariat DPRD Kota Palembang. Fokusnya adalah 

mengevaluasi sejauh mana peran absensi elektronik dalam meningkatkan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekaligus menjadi tolok ukur 

efektivitas penerapan sistem absensi di suatu instansi. Selain itu, diinginkan 

agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik menjelajahi aspek 

penerapan sistem absensi elektronik dan hubungannya dengan kedisiplinan 

pegawai. 
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